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ABSTRAK. Sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG) 2030, pemerintah Indonesia berkomitmen 

membangun desa melalui belanja transfer ke daerah dan dana desa. Dana tersebut diterima oleh pemerintah desa 

sebagai pendapatan pada pos dana desa dan alokasi dana desa dalam struktur APBDes. Dampak kebijakan transfer 

ke desa tersebut diukur melalui Indeks Desa Membangun atau dikenal dengan IDM. Peningkatan kapasitas fiskal 

desa melalui transfer dari pemerintah pusat dan daerah tersebut tidak selalu sejalan dengan perbaikan IDM, seperti 

yang terjadi pada Kabupaten Gowa. Efektivitas pengelolaan APBDes antara lain dipengaruhi oleh kebijakan 

pemanfaatan dana desa dalam hal penyertaan modal pada BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh penggunaan dana desa berupa penyertaan modal pada BUMDes, PADes, dan alokasi dana desa terhadap 

IDM pada 121 desa di Kabupaten Gowa selama periode 2017-2018. Penelitian ini bersifat kuantitatif 

menggunakan regresi data panel dan dengan pendekatan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemanfaatan dana desa untuk penyertaan modal BUMDes dan PADes memiliki pengaruh positif terhadap 

IDM. Sementara itu, alokasi dana desa tidak memberikan efek terhadap IDM. Riset ini memberikan implikasi 

antara lain perlunya perbaikan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan agar dapat mendorong kemandirian desa. 

Kata Kunci: Dana Desa; Alokasi Dana Desa; Pendapatan Asli Desa; Indeks Desa Membangun; Desentralisasi. 

THE EFFECT OF VILLAGE FUND, VILLAGE FUND ALLOCATION, AND LOCAL 

REVENUE ON VILLAGE DEVELOPMENT INDEX IN DISTRICT OF GOWA 

 

ABSTRACT. In line with the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), the Indonesian government is 

committed to developing villages through transfer spending to the regions and village funds. The funds are 

received by the village government as income in the village fund post and village fund allocations in the APBDes 

structure. The impact of the transfer policy to villages is measured through the Village Building Index or known 

as the IDM. The increase in village fiscal capacity through transfers from the central and local governments is 

not always in line with the improvement of the IDM such is the case in Gowa Regency. The effectiveness of APBDes 

management is influenced, among other things, by the policy on the use of village funds in terms of equity 

participation in BUMDes. This study aims to analyze the effect of using village funds in the form of equity 

participation in BUMDes, PADes, and village fund allocations on IDM in 121 villages in Gowa Regency during 

the 2017-2018 period. This is quantitative research using panel data regression and random effects model. The 

results of the study indicate that the use of village funds for equity participation in BUMDes and PADes has a 

positive effect on IDM. Meanwhile, the allocation of village funds has no effect on IDM. This research has 

implications including the need for continuous improvement of BUMDes governance in order to encourage village 

independence. 

 

Key Words: Village Funds; Village Funds Allocation; Local Revenues; Development Village Index; 

Decentralization.
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PENDAHULUAN 

Penguatan peran desa bertujuan untuk 

mencapai kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat desa. Keseriusan negara dalam 

memberdayakan dan memajukan 

pembangunan desa dibuktikan melalui 

lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa. Sejalan dengan hal 

tersebut, Indonesia juga turut serta dalam 

pengesahan agenda Tujuan                                                                                                                                          

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau 

Sustainable Development Goals (SDG) 

2030 (Bappenas, n.d.). Tujuan TPB/SDG 

tercermin dalam RPJMN (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 

tahun 2015-                                                                                            

2019 (Bappenas, 2016) yang menargetkan 

penurunan jumlah desa tertinggal hingga 

lima ribu desa serta meningkatkan jumlah 

desa maju sedikitnya dua ribu desa di tahun 

2019. 

 

Sumber: Diolah dari LKPP Audited Tahun 

Anggaran 2015-2019 

Gambar 1. Tren Anggaran dan Realisasi 

Penyaluran Dana Desa Nasional Tahun 

2015-2019 

Pemerintah telah menyalurkan dana 

desa untuk membangun dan memajukan 

desa. Untuk itu, pemerintah telah 

menerbitkan kebijakan mengenai belanja 

prioritas dalam rangka mengelola dana 

desa. Peraturan Menteri Desa PDTT 

(Permendesa PDTT) nomor 5 tahun 2015 

meregulasi pendirian dan pengembangan 

BUMDes sebagai prioritas penggunaan 

dana desa. Penelitian terdahulu 

memaparkan bahwa BUMDEs yang 

dikelola dengan baik akan berdampak 

terhadap peningkatan ekonomi desa 

(Alkadafi, 2014; Ramadana et al., 2013; 

Berlian Ramadana & Ribawanto, 2013); 

peningkatan pendapatan asli desa (Dewi & 

Irama, 2018; Ridlwan, 2014), menyerapan 

tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan 

masyarkat desa (Kasila & Kolopaking, 

2018; Tangkumahat et al., 2017). 

Hingga tahun 2019, jumlah BUMDes 

di Indonesia mencapai 39.226 kegiatan 

(Kemendesa PDTT, 2020). Peningkatan ini 

berbanding lurus dengan peningkatan 

jumlah rupiah dana desa yang telah 

disalurkan ke desa. Penelitian Arifin et al. 

(2020) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara penyaluran dana desa 

dengan peningkatan jumlah BUMDes 

(Arifin et al., 2020). Peningkatan ini dapat 

diartikan bahwa pemerintah setempat telah 

memberdayakan BUMDes dan lebih 

mampu mengelola kendala maupun 

permasalahan yang dihadapi oleh 

BUMDes. 

Pendanaan merupakan salah satu 

masalah yang kerap dihadapi oleh BUMDes 

(Tunberg; Wessels dan Nel; dalam Arifin et 

al., 2020). Pendanaan diperlukan sebagai 

modal untuk membangun, mengelola, dan 

bahkan merevitalisasi BUMDes. 

Keberadaan dana desa menjadi salah satu 

sumber pendanaan atau permodalan bagi 

pemerintah desa untuk mengelola BUMDes 

(local-enterprises)  (Arifin et al., 2020). 

Salah satu kabupaten yang mengalami 

peningkatan signifikan nilai penyetoran 

modal BUMDes yang bersumber dari dana 

desa, yaitu Kabupaten Gowa. Pemerintah 

desa di Kabupaten Gowa memanfaatkan 

BUMDes sebagai sarana untuk untuk 

memajukan desa dan kehidupan masyarakat 

setempat. Realisasi pendirian BUMDes di 

Kabupaten Gowa belum sepenuhnya 

optimal karena masih terdapat desa yang 
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belum memiliki BUMDes (Prawitno et al., 

2019). 

BUMDes Tanralili Raya di Desa 

Manimbahoi merupakan salah satu 

BUMDes yang telah berkontribusi 

memajukan desa (Harjowiryono, 2018). 

Selain itu, terdapat pula BUMDes Bonto 

Sunggumanai di Desa Sunggumanai yang 

turut mendorong perkembangan ekonomi-

sosial desa. Pada tahun 2019, BUMDes 

Bonto Sunggumanai terpilih sebagai 

BUMDes berprestasi tingkat Sulawesi 

Selatan. 

Karakteristik desa di Kabupaten Gowa 

cenderung homogen berada pada status 

berkembang (Kemendesa PDTT, 2019). 

Berdasarkan kebijakan pemerintah, desa 

dengan status berkembang dapat 

menggunakan BUMDes sebagai sarana 

untuk memajukan ekonomi setempat 

(Permendesa PDTT nomor 9 Tahun 2017). 

Desa di Kabupaten Gowa memanfaatkan 

BUMDes sebagai sarana untuk memperoleh 

nilai tambah ekonomi dari potensi lokal 

yang dimiliki. Selain memanfaatkan 

kondisi alam, Kabupaten Gowa memiliki 

jumlah penduduk yang tinggi sebagai 

modal sumber daya manusia untuk 

mengelola BUMDes. Kabupaten Gowa 

memiliki jumlah penduduk tertinggi kedua 

(8,73%) setelah Kota Makassar (BPS 

Provinsi Sulawesi Selatan, 2019).   

Dari segi pendanaan, Kabupaten Gowa 

menerima penyaluran dana desa tertinggi 

ke-4 di Sulawesi Selatan. Meskipun 

anggaran dan penyerapan nasional dana 

desa pada tahun 2018 cenderung stagnan 

dibanding tahun  sebelumnya, namun 

realisasi dana desa di Kabupaten Gowa 

meningkat. Pada periode tersebut, belanja 

penyertaan modal BUMDes (Badan Usaha 

Milik Desa) tahun 2018 meningkat lebih 

dua kali lipat dari tahun sebelumnya. 

Seiring keberadaan BUMDes, tingkat 

kesejahteraan di Kabupaten Gowa dinilai 

membaik. Persentase penduduk miskin di 

Kabupaten Gowa tahun 2017 (8,4%) berada 

di bawah rata-rata provinsi (9,4%).  

 

 
Sumber: Ditjen Perbendaharaan, Kementerian 

Keuangan (diolah penulis) 

 

Gambar 2. Tren Realisasi Penyaluran Dana 

Desa per Kecamatan di Kabupaten Gowa 

Tahun 2017-2018 

Walau mengalami peningkatan 

indikator kesejahteraan, persentase 

pengangguran terbuka di Kabupaten Gowa 

(6,14%) masih berada di atas Provinsi 

Sulawesi Selatan (5,61%) (Pemprov 

Sulawesi Selatan, 2020). Selain itu, jumlah 

desa maju di Kabupaten Gowa dinilai masih 

sedikit walaupun telah berhasil memajukan 

desa yang semula bertatus tertinggal 

menjadi desa dengan status berkembang 

(Kemendesa PDTT, 2019). Berdasarkan 

data pemutakhiran status desa tahun 2019, 

Kabupaten Gowa belum memiliki desa 

yang bertatus mandiri. 

Selain dana desa (DD), belanja 

pemerintah desa lingkup Kabupaten Gowa 

juga bersumber dari alokasi dana desa 

(ADD). ADD telah dikenal lebih dulu 

dalam bentuk block grant (Setyoko, 2011; 

Solikin, 2018b) sebelum pemerintah pusat 

menetapkan kebijakan penyaluran dana 
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desa pada tahun 2015. ADD bertujuan 

untuk mendanai kegiatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa 

(Permendagri 37, 2007). 

ADD termasuk pendapatan transfer 

yang memiliki porsi signifikan dalam 

struktur APBDes (Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa). Hal ini menjadikan 

ADD memiliki porsi signifikan dalam 

mendanai belanja pemerintah desa. Data 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(DPMD) Kabupaten Gowa menunjukkan 

porsi terbesar penggunaan ADD tahun 2018 

berada pada belanja bidang pemberdayaan 

pemerintahan desa. 

Walau porsinya signifikan, tingkat 

efektivitas dan dampak ADD perlu dikaji 

lebih lanjut. Peneliti terdahulu berargumen 

bahwa efektivitas ADD dipengaruhi oleh 

partisipasi warga dan akuntabilitas aparatur 

desa (Putra et al., 2012; Setyoko, 2011). Di 

sisi lain, ADD kurang efektif ketika warga 

desa kurang memahami mengenai 

kebijakan ADD, terdapat distorsi perilaku 

masyarakat, dan pengelolaan ADD yang 

kurang inovasi (Malik, 2008 dalam Sutikno 

& Suliswanto, 2018). 

Selain dana desa dan ADD, sumber 

pendanaan belanja pemerintah desa lingkup 

Kabupaten Gowa didukung dari Pendapatan 

Asli Desa (PADes). Peran strategis PADes 

berada pada kemampuannya untuk 

memberikan kelonggaran fiskal bagi 

pelaksanaan anggaran desa. Jika 

penggunaan dana desa dan alokasi dana 

desa terikat pada penggunaan belanja 

prioritas dan/atau belanja mandatory, maka 

PADes dapat digunakan terlepas dari 

belanja mandatory.  

Selain itu, keberadaan PADes juga 

memperkuat kemandirian fiskal pemerintah 

desa. Semakin bertambahnya PADes, maka 

semakin berkurang tingkat ketergantungan 

pemerintah desa terhadap pendapatan 

transfer sebagai sumber pendanaan belanja 

pemerintah desa. Penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa PADes memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

belanja desa bidang pekerjaan umum dan 

belanja desa bidang pertanian (Purbasari et 

al., 2015). Kemudian, terdapat hubungan 

signifikan antara PADes dan belanja desa 

(Purbasari et al., 2015).  

Untuk mengevaluasi usaha 

membangun desa sesuai RPJMN 2015-

2019 dan komitmen TPB/SDGs, 

pemerintah menyusun indeks desa 

membangun (IDM) (Kemendesa PDTT, 

2015). IDM tahun 2015 menunjukkan 

hanya 5% desa di Indonesia berstatus 

mandiri. Selebihnya, desa berstatus 

tertinggal, sangat tertinggal, berkembang, 

dan maju dengan persentase 46%; 31%; 

18%; dan 0% (Kemendesa PDTT; 2015). 

Pemerintah memerlukan IDM untuk 

mengukur efektivitas pembangunan desa 

(Kementerian Desa PDTT, 2015). Di sisi 

lain, desa di Indonesia memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda sehingga 

perlu alat ukur yang mampu menangkap 

fenomena multidimensional kondisi di 

desa. 

Penelitian mengenai pengaruh dana 

desa khususnya yang digunakan sebagai 

modal BUMDes, alokasi dana desa, dan 

pendapatan asli desa terhadap IDM masih 

sangat terbatas. Sebagai bagian dari belanja 

prioritas, perlu dilakukan uji dampak serta 

efektivitas dana desa yang digunakan 

melalui BUMDes. Namun, belum terdapat 

penelitian yang menjelaskan kebijakan 

tersebut terhadap pembangunan dan 

kemajuan desa, khususnya terhadap IDM. 

 Riset terdahulu masih sebatas pada 

analisis dana desa terhadap peningkatan 

BUMDes (Arifin et al., 2020; Mutolib et 
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al., 2019; Raharjo et al., 2018) dan 

penyetoran modal BUMDes (Tangkumahat 

et al., 2017). Adapun riset mengenai 

BUMDes terhadap kemajuan desa umunya 

berupa penelitian kualitatif (Wardhana et 

al., 2018). 

Parameter lain yang digunakan untuk 

menguji dampak dan efektivitas dana desa, 

antara lain tingkat kemiskinan (Lalira et al., 

2018; Ramly & Mursyida, 2017; Sari & 

Abdullah, 2017; Sigit & Kosasih, 2020; 

Susilowati & Hadi, 2017) maupun output 

kegiatan belanja pemerintah desa (Muslihah 

et al., 2019; Purbasari et al., 2015). ADD 

diuji melalui dampaknya terhadap 

kesejahteraan masyarakat (Triyono, 2018) 

maupun tingkat kemiskinan (Azwardi & 

Sukanto, 2014; Sigit & Kosasih, 2020). 

Sementara itu, riset PADes masih sebatas 

pada dampaknya terhadap belanja 

pemerintah desa. 

Di sisi lain, analisis dampak kebijakan 

terhadap IDM masih berupa pengujian dana 

desa secara umum. Gani et al. (2020) 

menemukan bahwa dana desa berpengaruh 

positif terhadap IDM di 5 desa Kecamatan 

Bulukumpa. Sebaliknya, Yulitasari & Tyas 

(2020) menemukan bahwa kenaikan rupiah 

dana desa tidak berpengaruh terhadap 

kenaikan skor IDM. Kedua peneilitian 

tersebut belum menjelaskan pengaruh dari 

ADD dan PADes yang memiliki porsi 

rupiah yang signifikan serta merupakan 

sumber pendanaan pemerintah desa yang 

telah lebih dulu hadir sebelum dana desa. 

Selain itu, riset terdahulu belum 

mempertimbangkan jeda waktu (lag) yang 

diperlukan suatu kebijakan atau hasil 

pembangunan dapat memberikan dampak 

terhadap output maupun outcome. 

Penelitian tersebut juga belum 

mempertimbangkan pengaruh jumlah 

penduduk sebagaimana pertambahan 

penduduk dan sumber daya manusia akan 

berpengaruh terhadap bagaimana belanja 

pemerintah desa akan diserap. Kemudian, 

masih terdapat penggabungan data rural 

dan urban sehingga berpotensi bias. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut melalui rumusan masalah 

sebagai berikut: (1) Apakah penggunaan 

dana desa di kegiatan pemberdayaan 

masyarakat desa berupa penyetoran modal 

BUMDes tahun anggaran 2017-2018 

berpengaruh terhadap terhadap skor indeks 

desa membangun di desa lingkup 

Kabupaten Gowa tahun 2018-2019? (2) 

Apakah alokasi dana desa tahun anggaran 

2017-2018 berpengaruh terhadap skor 

indeks desa membangun di desa lingkup 

Kabupaten Gowa tahun 2018-2019? (3) 

Apakah pendapatan asli desa tahun 

anggaran 2017-2018 berpengaruh terhadap 

skor indeks desa membangun di desa 

lingkup Kabupaten Gowa tahun 2018-

2019? 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Teori Pengeluaran Pemerintah 

Terbatasnya sumber daya anggaran 

menjadi alasan perlunya kebijakan 

keuangan belanja publik yang efektif dan 

efisien. Kebijakan yang berkaitan dengan 

pengeluaran dan pemerimaan pemerintah 

merupakan alat kebijakan fiskal untuk 

memajukan perekonomian sebagaimana 

dalam teori Keynes (Solikin, 2018a). 

Melalui konteks ekonomi makro, Boediono 

dalam Azwar (2016) membagi pengeluaran 

pemerintah dalam tiga kelompok (Azwar, 

2016), antara lain: 
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1. pengeluaran pemerintah dalam 

pengadaan barang dan jasa; 

2. pengeluaran pemerintah untuk 

pembayaran gaji pegawai; dan 

3. pengeluaran pemerintah dalam bentuk 

belanja transfer. 

Pengeluaran pemerintah (government 

expenditure) merupakan salah satu 

komponen pembentuk permintaan agregat. 

Konsep pendapatan nasional berupa 

persamaan Y = C + I + G + (X-M). Rostow-

Musgrave mengungkapkan bahwa belanja 

pemerintah pada tahap awal pembangunan 

bernilai lebih besar karena pembangunan 

cenderung berupa pembangunan fisik atau 

belanja modal (Aladejare, 2013). 

Belanja modal (capital expenditure) 

berdampak lebih signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dibandingkan 

belanja rutin (recurrent expenditure) 

(Aladejare, 2013). Berdasarkan hipotesis 

ini, desa memerlukan belanja prioritas 

untuk membangun perekonomian, termasuk 

penyetoran modal BUMDes bagi 

pembangunan desa. Kesuksesan 

pelaksanaan anggaran dipengaruhi pilihan 

belanja (expenditure) yang dilakukan sesuai 

dengan perencanaan (Schiavo-Campo, 

2017). 

Hukum Wagner (Wagner’s Law) 

(Dluhosch & Zimmermann, 2006) 

berpendapat bahwa peran dan belanja 

pemerintah (government expenditure) akan 

semakin meningkat seiring semakin 

bertumbuhnya perekonomian di suatu 

wilayah (Solikin, 2018a). Dalam konteks 

tersebut, peran belanja transfer pemerintah 

pusat melalui dana desa semakin meningkat 

tiap tahunnya seiring bertumbuhnya 

perekonomian di desa. 

 

 

Teori Desentralisasi 

Melalui desentralisasi, pemerintah 

dapat mendelegasikan kewenangan 

pengelolaan keuangan kepada pemerintah 

level bawahnya. Efisiensi ekonomi dari 

desentralisasi timbul ketika belanja 

pemerintah lokal lebih spesifik berdasarkan 

karakteristik tiap wilayah sehingga 

menghasilkan output lebih baik dibanding 

belanja yang tidak sesuai prioritas 

kebutuhan lokal oleh pemerintah pusat 

(Oates, 1999). Kualitas sumber daya aparat 

desa dan kemampuan perencanaan desa 

yang belum memadai mengakibatkan 

output tidak sesuai kebutuhan  (Wasistiono 

and Irwan dalam Azlina et al., 2017). 

Pembangunan Desa di Negara Lain 

Terdapat berbagai bentuk 

pembangunan di desa menggunakan dana 

dari pemerintah. Pemerintah China 

memiliki program pembangunan desa 

(community-based development program). 

Park & Wang (2010) menemukan faktor 

pemerintah sangat berpengaruh terhadap 

distribusi manfaat program (Park & Wang, 

2010). Kemudian, Thailand memiliki 

program Thailand Village and Urban 

Community Fund  (Boonperm et al., 2013). 

Dana Desa 

Dalam rangka meningkatkan 

pelayanan publik di desa; memajukan 

perekonomian desa; serta peningkatan 

kesejahteraaan desa (Ramly et al., 2017), 

pemerintah pusat menyalurkan dana APBN 

kepada pemerintah desa berupa TKDD 

(Tranfer ke Daerah dan Dana Desa). 

Capaian output nasional tahun 2015-2019 

dari sektor penunjang aktivitas ekonomi 

menunjukkan terdapat 39.226 kegiatan 

BUMDes hasil penggunaan dana desa. 

(Kementerian Desa PDTT, 2020). BUMDes 

diharapkan meningkatkan kesejahteraan, 

perekonomian, dan pemberdayaan 
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masyarakat di desa (Arifin et al., 2020). 

Sejumlah penelitian menunjukkan 

keberadaan BUMDes berhasil memajukan 

desa (Mutolib et al., 2019).  

Alokasi Dana Desa 

Alokasi dana desa (ADD) merupakan 

bagian dari pendapatan transfer dalam 

struktur APBDes yang dianggarkan dari 

APBD kabupaten/kota. Undang-undang 

nomor 6 tahun 2014 menetapkan besaran 

alokasi dana desa yang bersumber dari 

APBD dianggarkan sebesar minimal 10% 

dari dana perimbangan kabupaten/kota 

dikurangi DAK (Dana Alokasi Khusus). 

Pemkab Gowa menyusun Peraturan 

Bupati (Perbup) Gowa nomor 3 tahun 2017 

dan Perbup Gowa nomor 8 tahun 2018 

sebagai rincian penyaluran ADD. ADD 

dianggarkan sebanyak 70% disalurkan 

merata kepada desa dan 30% dianggarkan 

dengan perhitungan alokasi formula. 

Alokasi formula mempertimbangkan 

populasi penduduk, jumlah penduduk 

miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 

geografis di desa. 

Pendapatan Asli Desa 

PADes berasal dari hasil pengelolaan 

potensi asli desa berdasarkan kewenangan 

desa (Purbasari et al., 2015). PADes dapat 

berupa kegiatan swadaya; hasil usaha; hasil 

pemanfaat aset; partisipasi dan gotong 

royong; serta PADes lain. Hasil usaha desa 

umumnya merupakan hasil pengelolaan 

BUMDes. Dengan PADes, pemerintah desa 

memiliki sumber daya anggaran yang tidak 

hanya bergantung pada pendapatan transfer. 

Indeks Desa Membangun (IDM) 

IDM menunjukkan kemajuan 

pembangunan di desa yang terdiri dari tiga 

indeks, yaitu indeks ketahanan sosial (IKS); 

indeks ketahanan ekonomi (IKE); dan 

indeks ketahanan lingkungan (IKL). Indeks 

IDM terdiri dari variabel, dan setiap 

variabel terdiri dari indikator operasional. 

Setiap indikator memiliki rentang skor 0-5. 

Penetapan skor tersebut berdasarkan hasil 

FGD Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

(Kemendesa, 2016). 

IDM =
(IKS +  IKE +  IKL)

3
 

Klasifikasi status desa ditetapkan 

dengan ambang batas sebagai berikut: 

1) Desa Sangat Tertinggal : < 0,491 

2) Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599 

3) Desa Berkembang : > 0,599 dan < 

0,707 

4) Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815 

5) Desa Mandiri : > 0,815 

Pemutakhiran skor IDM tahun berjalan 

(t) baru dipublikasikan pada tahun 

berikutnya (t+1). 

Pengaruh Dana Desa berupa Modal 

BUMDes terhadap terhadap Indeks 

Desa Membangun 

Pendapatan transfer di desa merupakan 

bentuk desentralisasi fiskal. Pemerintah 

pusat menerapkan kebijakan desentralisasi 

melalui belanja Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa (TKDD). Dana ini kemudian 

diterima oleh pemerintah desa sebagai 

pendapatan transfer berupa dana desa. 

Pemerintah mengupayakan agar 

belanja pemerintah desa semakin 

berkualitas terutama yang didanai oleh dana 

desa. Oleh karena itu, pemerintah 

menetapkan kebijakan belanja prioritas. 

BUMDes merupakan salah satu belanja 

prioritas yang dinilai berdampak terhadap 

kemajuan desa (Kasila & Kolopaking, 

2018). Keberadaan dana desa telah 

memberikan dampak terhadap  BUMDes 
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(Arifin et al., 2020; Mutolib et al., 2019; 

Raharjo et al., 2018).  

Berdasarkan teori belanja pemerintah, 

semakin besar belanja pemerintah (G), 

maka semakin besar nilai pertumbuhan di 

desa (Y). Kemudian, semakin berkualitas 

belanja yang dilakukan, efek multiplier 

yang dihasilkan akan signifikan. BUMDes 

dinilai memiliki efek multiplier sehingga 

keberadaannya berdampak pada pendukung 

kesejahteraan desa berupa sektor ekonomi, 

sosial, maupun lingkungan. 

Peneliti menggunakan IDM (Indeks 

Desa Membangun) sebagai parameter 

efektivitas dana desa yang digunakan 

sebagai modal BUMDes terhadap 

pembangunan di desa. IDM mengukur 

kemajuan desa dari dimensi ekonomi, 

sosial, maupun lingkungan. Berdasarkan 

penelitian Gani et al. (2020) dana desa 

berpengaruh signifikan terhadap komponen 

IDM. Berdasarkan uraian tersebut maka 

hipotesis pertama yang dikembangkan 

dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Terdapat pengaruh positif 

dana desa berupa penyertaan modal 

BUMDes di desa lingkup 

Kabupaten Gowa tahun anggaran 

2017-2018 terhadap indeks desa 

membangun tahun 2018-2019. 

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap 

terhadap Indeks Desa Membangun 

ADD melengkapi sumber pendanaan 

belanja pemerintah desa untuk mendorong 

pertumbuhan di desa. ADD berperan 

melalui tiga hal, yaitu (1) belanja pada jenis 

yang berdampak langsung terhadap 

pembangunan desa; (2) belanja pada sektor 

yang tidak secara langsung berdampak 

misalnya pada pembayaran penghasilan 

aparatur atau perangkat pemerintahan desa, 

dan/atau (3) menjadi penambah 

kelonggaran fiskal pemerintah desa. 

Dengan belanja ADD yang tepat, akan 

berdampak pada output dan outcome 

pembangunan di desa. Pengukuran dampak 

dari dimensi ekonomi, sosial, dan 

lingkungan direpresentasikan oleh indeks 

komposit IDM. Efektivitas penggunaan 

ADD dalam belanja pemerintah desa 

dipengaruhi oleh partisipasi warga dan 

akuntabilitas aparatur desa (Putra et al., 

2012; Setyoko, 2011). Hal yang 

menyebabkan ADD menjadi kurang efektif, 

yaitu pemahaman warga desa mengenai 

kebijakan ADD, distorsi perilaku 

masyarakat, dan pengelolaan ADD yang 

kurang inovasi (Malik, 2008 dalam Sutikno 

& Suliswanto, 2018). 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

hipotesis pertama yang dikembangkan 

dalam penelitian ini adalah: 

H2 : Terdapat pengaruh positif 

alokasi dana desa di Kabupaten 

Gowa tahun anggaran 2017-2018 

terhadap indeks desa membangun 

tahun 2018-2019. 

Pengaruh Pendapatan Asli Desa 

terhadap terhadap Indeks Desa 

Membangun 

PADes merupakan kemampuan desa 

untuk menghasilkan pendapatan dari 

potensi asli desa. PADes yang memadai 

dapat menjadi sumber dana belanja 

(expenditure) pemerintah desa. Semakin 

tinggi PADes, menandakan semakin besar 

sumber daya keuangan suatu desa dan 

semakin kurang ketergantungan terhadap 

dana transfer.  

Sumber daya anggaran yang makin 

besar meningkatkan fleksibiltas anggaran 

dan kapasitas fiskal daerah sehingga 

berdampak pada output dan kualitas belanja 
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pemerintah desa. Purbasari et al. (2015) 

menemukan bahwa PADes memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap belanja 

pemerintah desa di bidang pekerjaan umum. 

dan belanja desa di bidang pertanian. 

Dengan demikian, PADes memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi 

pembangunan di desa. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

hipotesis ketiga yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah: 

H3 : Terdapat pengaruh positif 

pendapatan asli desa di Kabupaten 

Gowa tahun anggaran 2017-2018 

terhadap indeks desa membangun 

tahun 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh Penulis (2021) 

Gambar 3. Kerangka Berpikir 

METODE 

Penelitian dilakukan dengan 

pendekatan kuantitatif menggunakan data 

sekunder melalui analisis regresi data panel. 

Pengujian dilakukan menggunakan analisis 

regresi data panel dengan lag 1 tahun untuk 

memotret fenomena dampak pembangunan 

yang lebih komprehensif. Penelitian 

dilakukan menggunakan aplikasi eViews. 

Populasi dan Sampel 

Penelitian dilakukan pada populasi 121 

desa di Kabupaten Gowa menggunakan 

data sekunder berupa data keuangan tahun 

2017-2018 dan IDM tahun 2018-2019. 

Pemilihan data mempertimbangkan periode 

publikasi resmi data IDM pada Kabupaten 

yang mengalami kenaikan signifikan 

belanja dana desa di bidang BUMDes. 

Pemilihan periode sampai 2019 antara lain 

juga untuk menghindari periode pandemi 

Covid-19 di tahun 2020 agar dapat 

diperoleh pengaruh langsung variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Data realisasi penggunaan maupun 

pendapatan dana desa (DD), alokasi dana 

desa (ADD), dan asli desa (PADes) tahun 

2017-2018 diperoleh dari DPMD 

Kabupaten Gowa, Badan Pemeriksa 

Keuangan, dan Kementerian Keuangan. 

Data indeks desa membangun (IDM) tahun 

2018-2019 diperoleh dari Kementerian 

Desa PDTT. Data populasi diperoleh dari 

BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 

Variabel dana desa merupakan nilai 

rupiah dana desa (APBN) yang digunakan 

untuk modal BUMDes per desa. Variabel 

dana desa dan IDM penelitian ini 

merupakan pengembangan penelitian 

Yulitasari dan Tyas (2020) menggunakan 

model regresi berikut. 

Y = a + bX + e…………………(1) 

Variabel alokasi dana desa (ADD) 

merupakan nilai rupiah realisasi pendapatan 

ADD (APBD) di tiap desa di Kabupaten 

Gowa tahun 2017-2018. Pengukuran 

metode ini pernah dilakukan untuk riset 

ADD terhadap variabel kesejahteraan (K) 

(Azwardi & Sukanto, 2014) melalui 

persamaan berikut. 

K = α + β ADDt-1………………….(2) 

Variabel pendapatan asli desa 

merupakan nilai rupiah realisasi pendapatan 

asli desa per desa di Kabupaten Gowa tahun 

anggaran 2017-2018. Penggunaan metode 

Variabel bebas: 

Penggunaan dana desa per desa di bidang 

pemberdayaan masyarakat desa berupa 

penyertaan modal BUMDes (DDBUM) 

Variabel terikat: 

Indeks desa membangun (IDM)t+1 tiap 

desa 

Variabel bebas: 

Alokasi dana desa per desa (ADD) 

Variabel bebas: 

Pendapatan asli desa (PADes) 

Variabel kontrol: 

Jumlah populasi (POP) per desa 
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ini telah dilakukan pada riset sebelumnya 

mengenai pengaruh PADes terhadap 

belanja desa (Purbasari et al., 2015).  

BDPU = a + b1PADesa + b2ADD + 

b3DD + b4BHPR + e ……(3) 

BDP = a + b1PADesa + b2ADD + b3DD 

+ b4BHPR + e………(4) 

Penelitian ini menggunakan populasi 

penduduk per desa Kabupaten Gowa tahun 

2017-2018 sebagai variabel kontrol. Data 

penduduk diperoleh dari data BPS Provinsi 

Sulawesi Selatan serta BPS Kabupaten 

Gowa. Dengan demikian, persamaan model 

penelitian ini sebagai berikut: 

Persamaan Model: 

IDMit+1 = α + β1 DDBUMit + β2 ADDit 

+ β3 PADesit + β4POPit + εit ………..(5) 

Keterangan:  

IDM = Indeks desa membangun tingkat 

desa per tahun 

DDBUM= Realisasi dana desa kegiatan 

pemberdayaan masyarakat untuk 

belanja penyertaan modal BUMDes 

di tingkat desa per tahun 

ADD = Realisasi pendapatan alokasi dana 

desa tingkat desa per tahun 

PADes = Realisasi pendapatan asli desa 

tingkat desa per tahun 

POP = Jumlah populasi di desa per tahun 

(variabel kontrol) 

α = konstanta  

β = koefisien 

e = komponen error  

i = data desa  

t = data tahun 

Gambaran Umum Kewilayahan 

Kabupaten Gowa 

Kabupaten Gowa terdiri dari 18 

kecamatan, 46 kelurahan, dan 121 desa 

(Permendagri Nomor 137 Tahun 2017). 

Wilayah Kabupaten Gowa seluas 

1.883,32km2 dengan penduduk sebanyak 

752.896 jiwa. Kecamatan Somba Opu 

merupakan satu-satunya kecamatan yang 

tidak memiliki desa. 

Desa di Kabupaten Gowa pada tahun 

2018 berstatus tertinggal, berkembang, dan 

maju (Kemendesa PDTT, 2018). Desa 

berkembang sebanyak 108 desa atau 89%. 

Desa maju dan tertinggal masing-masing 

sebanyak delapan dan lima desa (7% dan 

4%). Status desa pada tahun 2019 terbagi 

menjadi desa maju dan desa berkembang. 

Sesuai Gambar 4, rata-rata IDM 

tertinggi 2019 dimiliki oleh Kecamatan 

Bajeng. Rata-rata kenaikan tertinggi berasal 

dari Kecamatan Bungaya sebesar 0,04487 

atau 6,99%. Terdapat sembilan kecamatan 

dengan skor di bawah rata-rata Kabupaten 

Gowa di tahun 2019. Rata-rata terendah 

dimiliki oleh Kecamatan Biringbulu. 

Kecamatan Parigi dan Pallangga 

mengalami penurunan skor di tahun 2019. 

 

 

Sumber: Kemendesa PDTT. Diolah 

Penulis dari Microsoft Excel 

Gambar 4 Rata-rata IDM per 

Kecamatan di Kab. Gowa Tahun 2018-

2019 

 

Belanja kegiatan permberdayaan 

masyarakat desa meningkat 

Rp1.373.637.642 atau 31% dari tahun 2017 

sebesar Rp4.448.932.308 menjadi 

Rp5.822.569.950. Kenaikan didominasi 

oleh belanja pada kegiatan penyertaan 

0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,72
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Rata-rata Skor IDM per Kecamatan di Kab Gowa Tahun 2018-
2019
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modal BUMDes. Gambar 5 menampilkan 

rincian realisasi penggunaan dana desa 

untuk BUMDes.  

 
Sumber: Kementerian Keuangan dan Dinas 

PMD Kab. Gowa. Diolah Penulis 

Gambar 5 Realisasi Penggunaan Dana 

Desa di Belanja Penyertaan Modal Dana 

Desa TA 2017-2018 per Kecamatan 

 

Realisasi alokasi dana desa (ADD) 

menurun Rp84.425.878 menjadi 

Rp86.022.518.422 di tahun 2018 dari 

semula Rp86.106.944.300 di tahun 2017. 

Secara total per kecamatan, ADD di 

Kecamatan Bajeng satu-satunya yang 

meningkat Rp1.875.306 dari semula 

Rp7.202.241.017 di tahun 2017 menjadi 

Rp7.204.116.323 di tahun 2018. Kenaikan 

tertinggi di Kecamatan Bajeng berasal dari 

Desa Maradekaya sebesar Rp749.178.114.  

PADes meningkat sepanjang tahun 

2017-2018 mencapai 1151%. Total PADes 

tahun 2018 sebesar Rp28.439.179.525 atau 

rata-rata sebesar Rp235.034.542 per desa. 

Kecamatan Pattalassang memperoleh rata-

rata per desa tertinggi sebesar 

Rp298.221.896. Rata-rata per desa terendah 

tahun 2018 diperoleh Kecamatan 

Bontonompo Selatan senilai 

Rp204.314.795. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemilihan Model 

Penulis melakukan Uji Hausman, Uji 

LM-Breusch Pagan, serta Uji Chow untuk 

menentukan model estimasi terbaik 

menggunakan aplikasi eViews. Hasil Uji 

Chow pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 

nilai Prob pada Cross-section Chi-square 

sebesar 0,0000 (Prob < 0,05) sehingga 

menolak hipotesis H0. Hasilnya, model 

FEM (Fixed Effect Model) dinilai lebih baik 

dari pada CEM (Common Effect Model). 

Tabel 1 Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: FEM    

Test cross-section fixed effects  

     
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 2.865388 (120,117) 0.0000 

Cross-section Chi-

square 331.755662 120 0.0000 

     
Sumber: Diolah penulis dari eViews 

Hasil Uji Hausman pada Tabel 2 

menunjukkan nilai Prob pada Cross-section 

random sebesar 0,0537 (Prob > 0,05) 

sehingga hasil uji ini menerima hipotesis 

H0. Maka, model REM (Random Effect 

Model) dinilai lebih baik dari FEM pada 

persamaan regresi ini. 

Tabel 2 Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: REM    

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-Sq. 

d.f. Prob.  

     
Cross-section random 9.315734 4 0.0537 

     
Sumber: Diolah penulis dari eViews 

Berdasarkan hasil pengujian di Tabel 3, 

diperoleh nilai Both pada Breusch-Pagan 

sebesar 0,0000 (<0,05) sehingga 

disimpulkan H0 ditolak. Model REM lebih 

baik dari model CEM. Berdasarkan hasil 

 -  200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000
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dari ketiga pengujian, maka model terbaik 

mengestimasi data panel penelitian ini yaitu 

REM (Random Effect Model). 

Tabel 3 Hasil Uji Lagrange Multiplier 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and 

one-sided (all others) alternatives 

    

 Cross-section 

Test Hypothesis 

Time Both 

    
Breusch-

Pagan  24.88535  1.008213  25.89356 

 (0.0000) (0.3153) (0.0000) 

Sumber: Diolah penulis dari eViews 

Pengujian Model Regresi 

Uji F digunakan untuk menguji 

signifikansi pengaruh keseluruhan variabel 

independent secara bersamaan terhadap 

variabel dependen (Ghozali dan Ratmono, 

2017). Uji t dilakukan untuk mengetahui 

variabel independent yang secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Uji koefisien determinasi r2 atau 

R2 untuk menilai kemampuan model regresi 

dalam menjelaskan data atau dikenal 

dengan goodness of fit (Gujarati, 2003). 

Analisis Persamaan Regresi 

Hasil uji regresi menggunakan REM 

disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4 Hasil Uji Regresi 
Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
DDBUM 2.16E-10 6.60E-11 3.277819 0.0012 

ADD -4.27E-11 1.03E-10 -0.413075 0.6799 

PADES 2.71E-11 1.54E-11 1.764730 0.0789 

POP 5.10E-06 1.55E-06 3.295110 0.0011 

C 0.662660 0.069604 9.520471 0.0000 

     
     

Sumber: Diolah penulis dari aplikasi 

eViews 

 

 

Model persamaan regresi 

menggunakan pendekatan REM sebagai 

berikut. 

IDMit = 0,662660 + 

0,00000000021628 DDBUMit – 

0,00000000004267 ADDit + 

0,00000000002709 PADesit +εit  

Variabel dana desa untuk modal 

BUMDes (DDBUM), pendapatan asli desa 

(PADes), populasi (POP) memiliki 

koefisien bertanda positif. Maka, 

peningkatan (penurunan) pada variabel 

independen tersebut berdampak pada 

peningkatan (penurunan) pada variabel 

IDM. Konstanta hasil persamaan regresi 

menunjukkan jika variabel independen 

DDBUM, ADD, dan PADes mempunyai 

nilai yang konstan, maka nilai IDM sebesar 

0,662660 pada desa i dan tahun t.  

Berdasarkan hasil Uji F pada Tabel 5 

diperoleh nilai Probability F statistics 

sebesar 0,0000 < 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel dana desa untuk penyetoran 

modal BUMDes (DDBUM), ADD, dan 

PADes secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap IDM. 

Tabel 5 Uji Signifikansi Uji F 

R-squared 0.137797 

    Mean dependent 

var 0.387643 

Adjusted R-

squared 0.123245     S.D. dependent var 0.028541 

S.E. of 

regression 0.026725     Sum squared resid 0.169267 

F-statistic 9.469338     Durbin-Watson stat 2.050708 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
Sumber: Diolah penulis dari aplikasi 

eViews 

Uji t merupakan pengujian yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel-variabel independen (DDBUM, 

ADD, dan PADes) secara parsial terhadap 

vaiabel dependen (IDM). Hasil uji t setiap 

variabel disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6 Hasil Uji t 

      
Variabel Coefficient t-statistic One-

Tailed 

Prob 

Kesimpulan Signifikansi 

      
DDBUM 2.16E-10 3.277819 0.0006 < 0,05 Signifikan,  

ADD -4.27E-11 -0.413075 0.3399 > 0,05 Tidak 

Signifikan 

PADES 2.71E-11 1.764730 0.0395 < 0,05 Signifikan 

POP 5.10E-06 3.295110 0.0006 < 0,05 Signifikan  

      
      

Sumber: Diolah penulis dari aplikasi 

eViews 

Berdasarkan pengujian pada Tabel 7, 

nilai Adjusted R-squared sebesar 0,123245 

yang berarti 12,32% variabel IDM dapat 

dijelaskan oleh persamaan regresi ini. 

Dengan kata lain, sebesar 87,68% variabel 

IDM dijelaskan oleh variabel-variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam persamaan 

ini. 

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi 

R-squared 0.137797 

    Mean dependent 

var 0.387643 

Adjusted R-

squared 0.123245     S.D. dependent var 0.028541 

S.E. of regression 0.026725     Sum squared resid 0.169267 

F-statistic 9.469338 

    Durbin-Watson 

stat 2.050708 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Sumber: Diolah penulis dari aplikasi 

eViews 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, 

ariabel dana desa untuk modal BUMDes 

dan variabel PADes memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel 

IDM. Hanya variabel ADD yang memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap IDM. 

Pengaruh Dana Desa Penyetoran 

BUMDes terhadap Indeks Desa 

Membangun 

Berdasarkan hasil pengujian, variabel 

DDBUM berpengaruh signifikan dengan 

arah positif terhadap variabel IDM. Nilai 

Probability variabel DDBUM dengan one-

tailed probability signifikansi 5% sebesar 

0,0006 < 0,005.  Nilai t-statistics atau t-

hitung lebih besar dari t-tabel (3,277819 > 

1,65798) Koefisien bernilai positif sehingga 

terdapat hubungan searah antara variabel 

DDBUM. Sehingga hipotesis H1 bahwa 

terdapat pengaruh positif dana desa bidang 

pemberdayaan masyarakat berupa 

penyertaan modal BUMDes di desa lingkup 

Kabupaten Gowa tahun anggaran 2017-

2018 terhadap indeks desa membangun 

tahun 2018-2019, diterima. 

Belanja pemerintah lokal 

menyesuaikan kebutuhan dan potensi di 

daerah (Oates, 1999). Pemerintah desa 

memiliki keunggulan informasi potensi aset 

desa yang benilai produktif. Penggunaan 

dana desa untuk pembangunan, pendirian 

dan revitalisasi BUMDes dengan tepat 

merupakan implementasi dari keunggulan 

informasi pemerintah setempat untuk 

membangun desa. Hal ini mendukung 

pengaruh signifikan dana desa sebagai 

wewenang pemerintah desa terhadap 

kemajuan desa yang diukur dalam IDM 

(Gani et al., 2020). 

Sejak penyaluran dana desa, jumlah 

BUMDes meningkat hingga 50% atau 0,3 

BUMDes per kapita (Arifin et al., 2020). 

BUMDes didorong bergerak di lima sektor 

prioritas, yaitu pengelolaan sumber daya 

alam, industri pengolahan berbasis sumber 

daya lokal, jaringan distribusi, sektor 

keuangan/permodalan, dan pelayanan 

publik (Kementerian Keuangan, 2017). 

Dampak langsung BUMDes terhadap 

indikator IDM, antara lain peran BUMDes 

dalam penyediaan jasa kantor pos, jasa 

logistik, serta akses penduduk desa untuk 

memperoleh kredit (Kemendesa PDTT, 

2020). BUMDes juga berperan 

meningkatkan indikator sosial dan 
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penyediaan sarana vital di desa. BUMDes 

Tanralili Raya di Desa Manimbahoi, 

Kabupaten Gowa didirikan melalui 

penyetoran modal dana desa 

(Harjowiryono, 2018). BUMDes Tanralili 

Raya berperan di industri pengolahan air 

mineral, pengelolaan peternakan dan 

perikanan, perdagangan hasil pertanian, 

pengelolaan industri, dan pengelolaan biro 

jasa (Harjowiryono, 2018). Penambahan 

modal di tahun 2017 dari dana desa 

dimanfaatkan sebagai modal pembangunan 

tempat pengolahan air minum dalam 

kemasan. 

Total realisasi dana desa penyetoran 

modal BUMDes di Kabupaten Gowa 

meningkat di tahun 2018 sebesar 

Rp1.244.785.289 atau 191%. Nilai realisasi 

2017 sebesar Rp651.388.331 menjadi 

sebesar Rp1.896.173.620 di tahun 2018. 

Mayoritas desa di Kabupaten Gowa 

berstatus berkembang sehingga dana desa 

diprioritaskan untuk pemberdayaan 

masyarakat desa dan memperkuat lumbung 

ekonomi desa. 

Dampak ekonomi-sosial BUMDes, 

antara lain penyerapan tenaga kerja lokal 

sehingga menurunkan tingkat 

pengangguran; peningkatan PADes; 

perkembangan usaha ekonomi rumah 

tangga maupun swasta yang meningkatkan 

pendapatan masyarakat; dan penurunan 

kemiskinan (Kementerian Keuangan, 

2017). 

BUMDes di wilayah lainnya juga 

membuktikan dampak sosial-ekonomi. 

BUMDes Ponggok di Klaten 

mengalokasikan sejumlah laba BUMDes 

sebagai dana pendidikan (kartu cerdas 

desa), jaminan kesehatan, dan lembaga 

zakat desa. Hal serupa juga dilakukan oleh 

BUMDes Panggungharjo di Bantul 

(Kementerian Keuangan, 2017).  

BUMDes dapat memberdayakan 

masyarakat melalui penyerapan tenaga 

kerja (Kasila & Kolopaking, 2018; 

Tangkumahat et al., 2017) dan menguatkan 

ekonomi desa (Ramadana et al., 2013). 

Peningkatan belanja pemerintah pada 

pengembangan BUMDes terjadi di Desa 

Hanura, Kabupaten Pesawaran, melalui 

usaha di bidang pengelolaan pasar; produk 

dan jasa, serta industri rumah tangga 

(Mutolib et al., 2019). 

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap 

Indeks Desa Membangun 

Pengujian menunjukkan bahwa ADD 

tidak berpengaruh terhadap IDM sehingga 

hipotesis H2 ditolak. Nilai Probability 

variabel ADD sebesar 0,3399 lebih besar 

daripada tingkat signifikansi (0,05). Nilai t-

statistics atau t-hitung lebih kecil dari t-

tabel (0,413075 < 1,65798). Maka, variabel 

ADD tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel IDM. Sementara itu, nilai IDM 

tetap meningkat walau nilai pendapatan 

ADD lingkup Kabupaten Gowa tahun 2018  

menurun. 

Berdasarkan data DPMD Kabupaten 

Gowa, porsi terbesar penggunaan ADD 

ditujukan untuk belanja bidang 

pemberdayaan pemerintahan desa. 

Sebagian ADD bersifat mandatory untuk 

belanja pegawai. Kebijakan tersebut 

berdampak pada output penggunaan ADD 

dan dampaknya terhadap IDM. Akibatnya, 

porsi ADD untuk bidang pelaksanaan 

pembangunan desa, bidang pembinaan 

kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan 

masyarakat menjadi lebih kecil. 

Penggunaan ADD yang didominasi 

oleh belanja pegawai menyebabkan ADD 

tidak berpengaruh terhadap belanja bidang 

lainnya (Purbasari et al., 2015). Komposisi 

penggunaan ADD (Azwardi & Sukanto, 

2014), proporsi belanja aparatur yang besar, 
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dan operasional pemerintah dapat 

menurunkan efektivitas kegiatan 

pemberdayaan masyarakat (Yulita, 2016). 

Belanja rutin (pegawai dan operasional) 

pemerintah memiliki dampak signifikansi 

lebih kecil daripada belanja non-rutin dalam 

hal mendorong pertumbuhan ekonomi 

(Aladejare, 2013). 

Kenaikan belanja pegawai dapat 

dipengaruhi oleh kenaikan jumlah pegawai 

atau peningkatan nominal penghasilan 

walaupun jumlah pegawai tetap. Meski 

bertambahnya jumlah birokrat di desa dapat 

menurunkan efisiensi penggunaan 

anggaran, namun peningkatan kapasitas 

birokrat meningkatkan efisiensi 

penggunaan anggaran (Chalil, 2020). 

Keberhasilan pemerintah desa 

mengelola anggaran dipengaruh beberapa 

faktor (Yulitasari & Tyas, 2020), yaitu 

akuntabilitas, transparansi, kebijakan 

pemerintah (M. T. Sari & Mildawati, 2019), 

kebermanfaatan hasil pembangunan 

(Aljannah et al., 2017), dan tingkat 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang 

didanai oleh ADD (Darmiasih et al., 2015). 

Partisipasi masyarakat diperlukan untuk 

memanfaatkan sumber daya dan potensi 

desa (Ramly et al., 2017). Penyebab ouput 

belum sejalan dengan kebutuhan desa, yaitu 

kualitas sumber daya aparat desa dan 

kemampuan perencanaan di tingkat desa 

yang kurang memadai (Azlina et al., 2017). 

Penelitian Setyoko (2011) menemukan 

bahwa pemerintah desa menilai pelibatan 

masyarakat dapat memperlambat proses 

pelaksanaan kegiatan ADD. Akibatnya, 

kegiatan yang didanai ADD lebih condong 

kepada kepentingan pemerintah desa 

daripada masyarakat desa. Dengan 

demikian, terdapat beberapa fakta empiris 

yang mendukung bahwa maka realisasi 

pendapatan ADD tidak memiliki hubungan 

berarti terhadap indeks desa membangun di 

121 desa lingkup Kabupaten Gowa. 

Pengaruh Pendapatan Asli Desa 

terhadap Indeks Desa Membangun 

Berdasarkan hasil pengujian, PADes 

berpengaruh signifikan dengan arah positif 

terhadap IDM sehingga hipotesis H3 

diterima. Nilai Probability variabel PADes 

sebesar 0,0395 lebih kecil dari tingkat 

signifikansi (0,005). Nilai t-statistics 

1.764730 lebih besar daripada t-tabel 

1,65798. Tanda koefisien bernilai positif 

sehingga terdapat hubungan searah variabel 

PADes terhadap variabel IDM. 

PADes sebagai sumber pendanaan 

belanja pemerintah desa menunjukkan daya 

kemandirian fiskal. Konsep tersebut 

memiliki kesamaan dengan kemampuan 

fiskal secara otonom yang dimiliki oleh 

daerah yang berpenghasilan PAD yang 

besar (Wibowo, 2008). Ketika pemerintah 

lokal tidak mampu menghasilkan 

pendapatan asli desa (own-revenue), maka 

pemerintah lokal akan sangat bergantung 

pada pemerintah di atasnya (pusat maupun 

daerah). Melalui PADes pemerintah desa 

juga memiliki keleluasaan anggaran dan 

belanja yang tidak terbatas pada belanja 

yang bersifat mandatory. Dampaknya, 

pemerintah desa dapat menggunakan 

PADes untuk mendanai belanja strategis 

yang berdampak langsung pada dimensi 

ekonomi, sosial, lingkungan (IDM). 

Dengan memiliki PADes, pemerintah 

desa memiliki keunggulan sumber daya 

anggaran untuk belanja pemerintah desa. 

Hal ini menjadikan desa-desa di Kabupaten 

Gowa memiliki kelonggaran secara fiskal 

dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan 

potensi dan kebutuhan spesifik desa di 

samping memenuhi kebutuhan belanja 

rutin. Kemandirian fiskal juga memberikan 
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kesempatan bagi desa untuk melaksanakan 

belanja yang bersifat strategis dan inovatif. 

Pengujian ini juga mendukung riset 

Purbasari et al. (2015) bahwa PADes 

berpengaruh signifikan terhadap belanja 

desa dan riset Dewi & Irama (2018) bahwa 

PADes berdampak terhadap belanja 

pemerintah desa dan tingkat 

kemiskinan(Dewi & Irama, 2018). 

Penelitian lainnya di Kabupaten 

Sukoharjo menunjukkan bahwa PADes 

memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap belanja desa bidang pekerjaan 

umum dan belanja desa bidang pertanian 

(Purbasari et al., 2015). Penelitian Dewi 

dan Irama (2018) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan langsung pendapatan 

desa terhadap belanja pemerintah desa dan 

tingkat kemiskinan desa. 

Kemudian dari sudut pandang fungsi 

PADes sebagai potensi asli desa, salah 

satunya dikelola berupa BUMDes. 

BUMDes, bersama potensi dan aset desa 

yang bernilai produktif, dapat berperan 

sebagai penggerak ekonomi desa 

(Ramadana et al., 2013). Keberadaan 

BUMDes juga dapat mengisi berbagai lini 

usaha (Arifin et al., 2020; Tangkumahat et 

al., 2017) yang hadir memenuhi kebutuhan 

masyarakat desa yang sebelumnya belum 

tersedia. Pemaparan tersebut mendukung 

hasil penelitian pengaruh PADes terhadap 

IDM. 

Berdasarkan realisasi pendapatan asli 

desa di Kabupaten Gowa di tahun 2018, 

terjadi peningkatan 1151% dari tahun 2017. 

Rata-rata pendapatan pada tahun 2018 

mencapai Rp235.034.542 dengan total 

Rp28.439.179.525. Dengan demikian, 

pendapatan asli desa berdampak positif 

terhadap tingkat kemajuan 121 desa lingkup 

Kabupaten Gowa. 

 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan dana desa untuk belanja 

penyetoran modal BUMDes secara 

signifikan dan positif mempengaruhi 

nilai IDM di Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini sekaligus mengonfirmasi 

riset terdahulu dan teori desentralisasi 

(Oates, 1999). BUMDes di Kabupaten 

Gowa berperan dalam penyediaan air 

bersih, pasar desa, jasa distribusi, 

maupun penyediaan kredit.  

2. PADes secara signifikan dan positif 

mempengaruhi nilai IDM di Kabupaten 

Gowa.  

3. Variabel ADD yang secara mandatory 

digunakan untuk operasional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap IDM. 

Pemerintah kabupaten dan pemerintah 

desa disarankan untuk merekonsiliasi data 

aset keuangan dan non keuangan untuk 

menertibkan pengelolaan keuangan dan 

pertanggungjawaban dana desa. Hal ini 

bermanfaat bagi pencatatan pemerintah 

desa dan pemerintah kabupaten, termasuk 

pencatatan belanja transfer bantuan 

keuangan. Diperlukan inventarisasi aset 

desa secara berkala untuk mengawasi 

pelaksanaan dana desa sehingga pengadaan 

aset tidak hanya sebatas pada 

pertanggungjawaban namun juga meliputi 

pemeliharaan aset desa. 

Peningkatan BUMDes perlu didukung 

tata kelola (governance) yang baik sehingga 

pemanfaatannya bisa berkelanjutan. Untuk 

itu diperlukan pelatihan dengan 

mempertimbangkan faktor efisiensi dan 

efektivitas. Pemerintah desa dapat 

mengoptimalkan sumber-sumber 

pendapatan asli desa sehingga dapat 

mendorong kemandirian desa. 
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Penelitian selanjutnya dapat 

melakukan riset terkait dana desa terhadap 

IDM dengan rentang waktu yang lebih 

panjang dan obyek yang diperluas. Riset 

selanjutnya juga dapat fokus pada belanja 

prioritas penggunaan dana desa oleh 

pemerintah desa terhadap IDM. 
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